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TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL NOMOR 1802 K/30/MEM /2018 TENTANG WILAYAH IZIN
USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
KHUSUS PERIODE TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor
258 K/TUN/2022 tanggal 22 April 2022 yang telah
berkekuatan hukum tetap dalam pokok amar putusannya
mewajibkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
untuk mencabut Keputusan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor 1802 K/30/MEM/2018 tentang
Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha
Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018 khususnya
Wilayah Izin usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi Blok
Bahodopi Utara yang tercantum dalam Lampiran XV;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang
Perubahan Kedua Keputusan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor 1802 K/30/Mem/2018 Tentang
Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha
Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6525);

Undang - Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang
Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 28 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 51 10);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6721);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian
Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2020 Nomor  220)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021



Menetapkan
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tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
734);

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);

9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 23 K/30/MEM/2019 tanggal 6 Februari 2019
tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 1802 K/30/MEM/2018
tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah

Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR
1802 K/30/MEM/2018 TENTANG WILAYAH IZIN USAHA
PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA
PERTAMBANGAN KHUSUS PERIODE TAHUN 2018.

Pasal I
Diktum KESATU huruf o dan Lampiran XV dalam Keputusan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1802
K/30/MEM/2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan
dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun

2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Desember 2022

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

A -l L

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

Menteri Keuangan Republik Indonesia

Menteri Dalam Negeri

Menteri Agraria dan Tata Ruang

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Kepala Badan Informasi Geospasial

Gubernur Sulawesi Tengah

10. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
11. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
12. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
13. Kepala Badan Geologi
Salindrsesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGIDAN SUMBER DAYA MINERAL
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